WALIKOTA DENPASAR
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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING

Menimbang

Mengingat

Q

DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial ;

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3298);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3465) ;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ;



Menetapkan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Menteri Keuangan 168/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang Hibah
Daerah ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
540);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 4,
(Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);

22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita
Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA DENPASAR NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun
2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak
Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah dan Rincian
Obyek Belanja Hibah pada PPKD.



(2) Obyek Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
Pemerintah ;

Pemerintah Daerah lainnya ;

Perusahaan Daerah ;

Masyarakat ; dan

e. Organisasi kemasyarakatan ;
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(3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok Belanja
Langsung yang diformulasikan dalam Program dan Kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis Belanja Barang dan Jasa, dan rincian obyek
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat pada SKPD.

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 9A
yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Walikota mencantumkan daftar nama Penerima Hibah, Alamat Penerima
Hibah dan Besaran Hibah dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang
Penjabaran APBD.

Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal
20A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

(1) Bantuan Sosial berupa uang kepada Individu dan/atau Keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri dari Bantuan
Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang direncanakan dan yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dialokasikan kepada Individu dan/atau Keluarga yang sudah jelas
nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

(3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan
akibat risiko sosial yang tidak dapat dipertimbangkan pada saat
penyusunan APBD vyang apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi Individu dan/atau
Keluarga yang bersangkutan.

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi
anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaiman dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak langsung, Jenis Belanja
Bantuan Sosial, Obyek Belanja Bantuan Sosial, dan Rincian Obyek
Belanja Bantuan Sosial pada PPKD.



(2) Obyek Belanja Bantuan Sosial dan Rincian Obyek Belanja Bantuan
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Individu dan/atau Keluarga ;
b. Masyarakat ; dan
c. Lembaga Non Pemerintah

(3) Belanja Bantuan Sosial berupa barang atau jasa dianggarkan dalam
kelompok Belanja Langsung yang diformulasikan dalam Program dan
Kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis Belanja Barang dan Jasa, dan
rincian obyek Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa Yang
Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD.

Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal
27A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

Walikota mencantumkan daftar nama Penerima Bantuan Sosial, Alamat
Penerima Bantuan Sosial dan Besaran Bantuan Sosial dalam Lampiran III
Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah dan diatara ayat (2) dan ayat (3)
disisipi 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 29 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial
dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada
daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan
sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A.

(2a) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud Pasal 20A didasarkan pada permintaan
tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat
keterangan dari pejabat berwenang serta mendapat persetujuan
Walikota setelah diferivikasi SKPD terkait.

(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara
pembayaran langsung (LS)

(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan
melalui mekanisme tambah uang (TU).

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi
bukti penerimaan uang bantuan sosial.



7. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal
32A yang berbunyi sebagai berikut :

(1)

()

Pasal 32A

PPKD membuat rekapitulasi pengeluaran bantuan sosial kepada
individu dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A paling lambat
tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat nama
penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh
masing-masing individu dan/atau masyarakat.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat
(2), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian bantuan
sosial meliputi :

(2)

a.

Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial
atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada
Walikota ;

Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan
sosial ;

Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan
bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai
dengan usulan ; dan

bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial
berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian
bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.



PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2013
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Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH DENPASAR,

A
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BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 49



